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Pilkades Serentatk,

Mengapa Tidak?

aung budaya penye-
~g-derhanaan pemilih-
A_J anpemimpinmulai
Jjabatan presiden hingga ke-
paladesa tengah menjadi wa-
canadan kajian politik yang
menarik oleh semuakalang-
an, terutama akademisi. Di
pusat, anggﬁtaKommPenu—
hhanUmum,Y Sinka
Subekti tengahnﬁewacana
kanpemﬂueksekutlfdanle—

..
- - .

desaserentak (Kompas Ja-
tim, 7/10).

Dalam mainstream politik, per-
kembangan fenomena di atas
mengindikasikan betapa alam de-
mokrasi di Indonesia melaju pesat
dari alam transisi menuju demo-
krasi normatif atau lebih dikenal
dengan istilah procedural demo-
cracy. Secara naluri politik, geliat
membudayakan penyederhanaan
pilkades secara serentak ini tidak

Urnum Partm GoIkar Saat itu Wa—

' | 'pres menginginkan. agar pemilu
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gam konflik politik dan kepenting-
an yang cukup tmggl. Hal ini wajar
1 des merupa—

~ kan pest: demokrasi rakyat yang
sangat berpatensx besar ter_|ad1 Te-
sistensi dan konflik di masyarakat,
baik yang diakibatkan beragam
pendukung partai, fanatisme to-
koh kultural, maupun konflik wari-
sandarikepaladesalama.

Kedua, bupati/wakil bupati se-
cara politis harus berjuang untuk
bekerja sama dengan mitranya di
parlemen setempat untuk mela-
hirkan adanya sebuah peraturan
daerah (perda) yang menjadi pa-
yung hukum dari ide pilkades se-
rentak tersebut.

Ketlga, secara kuantltas akan

. pengang-
‘garan mengemuka di parlemen,
yang terjadi pasti daerah tidak cu-
kup mampu melakukan hal terse-
but. Hal ini disebabkan pendapat-
an asli daerah serta Anggaran Pen-
dapatandan Belanja Daerahnyare-
latifkecil.
! & : i Terkait dengan dinamika pro-
b i i e R : . blemdiatas, menurut hematpenu-
i i / ! lis, ada beberapa langkah solutif
yang segera dikaji dan dﬂakukan
semuaelementerkait.
Pertama, sebagai pimpinan re-
gional di Jatim, sejatinya gubernur
harus respek dengan kecende-
rungan politik dari waktu ke waktu,
khususnya terkait dengan muncul-
nya pilkades serentak di Kabupa—
tenLamonganmL way i
nyd, Gubernur Jatim hams
berusaha menjemput bola dengan
mengundang seluruh bupati dan
- wali kota se-Jatim guna merespons
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dilaksanakan secarabersamaan.
Dalam kaitan rencana pilkades
serentak, khususnya di Kabupaten
Lamongan, secara khusus
angkat topi dengan ide kreatif Ka-
bupaten Lamongan ini. Kendati
merupakan transfer ide dari hasil
studi banding ke kabupaten Beka-

-si, Jabar, di Jatim gagasan cemer-

lang ini menjadi wacana penting
untuk ditindaklanjuti 37 kabupa-
ten/kotalainnya.

Plus-minus penyederhanaan

Di atas kertas, Jatim yang terdi-
i dari 38 kabupaten/kota dan 624
kecamatan serta 7.728 desa dan

- |-716 kelurahan, kiranya upaya me-

realisasikan penyederhanaan pil-
kades bukanlah sesuatu yang
mustahil. Kendati masih akan me-
nimbulkan pro dan kontra terha-
dapide kreatifini, saya pikirke de-
pan wacana ini akan menggelin-
ding dan akhirnya menjadi kebi-
jakan masif di Jatim.

Sekali sukses direalisasikan ka-
bupaten tertentu, kabupaten lain-
nya pasti akan mengikuti. Jatim
pun bisa dicatat sebagai pilot pro-
ject yang mampu dicontoh secara
nasional.

Secara praktis, wacana penye-
derhanaan ini sarat dengan kepen-
tingan (interest) dan intrik politik.
Oleh karenaitu, upayamerealisasi-
kan penyelenggaraan pilkades se-
cara serentak di suatu daerah ter-
tentu, sekalipun akan banyak di-
warnai plus-minus yang secara

da:n wal kota}bupatl Indonemaw

will gubernur terpilih pada masa
akandatang.
Hasil riset mengmd:kas]kan

saya ~ adanya beragam sisi positif dari

upaya penyederhanaan ini. Perta-
ma, efisiensi anggaran dan efektivi-
tas pelaksanaan.

Sebagaimana kita mathumi,
anggaran yang dibutuhkan untuk
satu kali pelaksanaan pilkades cu-
kup tinggi. Danaini pengalokasian
normatifnya diperuntukkan pada
biaya administrasi calon, peng-
amanan oleh pihak kepolisian dan
TNI, pengadaan perangkat lunak
dan keras pemilihan, serta keper-
luan dasar lainnya, termasuk atri-
but cetakan,

Sebelumnya anggaran bxaya pe:
nyelenggaraan cukup besar, sete-
lah disederhanakan akan jauh ber-
kurang secara signifikan. Kendati
dengan anggaran relatif minim,
tingkat efektivitas penyelenggara-
an pilkades cukup tinggi. Hal terse-
but akan terbukti dengan baik ma-
nakala didukung sinergisnya ber-
h;gai potensi dan komponen yang
ada.

Kedua, mampu meminimalkan
praktik perjudian. Sudah memadl
rahasia umum bahwa setiap pe-

nyelenggaraan pilkades pasti di-

warnai banyaknya petaruh judi. Bi-
sa dibayangkan, jika penyelengga-
raan pilkades di 7.728 desa di Jatim
berbeda waktu dan tempat, peta-
ruh judinya bisa berpindah-pindah
dan berapa miliar rupiah uang ha-
ramyang beredar,

ra padaada atau tldalmya polmcal

|

; a Jika pilkadesnya se-
rentak satuhan dalam suatu kabu-
paten. Meski tidak 100 persen ka-
sus perjudian tereliminasi, mini-

mal bisa berkurang signifikan. Se-
cara logika, tidak mungkin seorang
petaruh judi bisa mengikuti pilka-
des sekabupaten tertentu dalam
satu hari, Konsekuensinya, hal ini
akan menimbulkan nsﬂtobmyake—

‘amanan sangat tinggi.

Ketiga, meminimalkan konflik
sosial. Dalam ajang pilkades, tidak
jarang kita temui konflik yang ber-
ujung pada chaosbahkan kerusuh-
an yang menimbulkan korban te-
was antarpendukung calon, bah-
kan bagi kalangan petaruh judi
yang kalah dan kalap. Pengamanan
terstruktur s1stemat1s da.n tem—

'hanslp, kamra, dan poten51 lamnya

d1harapkan mampu mengelimina-
si potensi konflik yang akan mun-
cul ke permukaan.

Keempat, bagi pemerintah ka-
bupaten (pemkab) setempat, se-
lain mengefisienkan prosesi pelan-
tikan, juga mempermudah meme-
takan potensi dan aset kekayaan
daerah. Dengan demikian, bupa-
ti/wakil bupati dengan mudah dan
cepat menyelaraskan dengan plat-
form dan program yang diusung
ketika berkampanye untuk mema-
jukan daerahnya.

Berbagai persoalan

Selain sisi positif di atas, dalam

penyederhanaan pilkades ini juga

berpotensi muncul beberapa per-
soalan. Pertama, munculnya bera-

'n aga: fo s unt

dan menyefarasﬁ ?1'@151, s, Sra

tegi, dan bentukimplementasidari
gagasan tersebut, termasuk di da-
lamnya soal penganggaran dan ka-
lauperlu payung hukum regional.
Kedua, secara internal di pem-
kab, bupati/wakil bupati harus me-
miliki stamina politik yang cukup
untuk mengondisikan dan me-
ngonsolidasikan daerahnya agar

“masyarakatnya siap, ke

terjamin, dan stabilitas politikkon-
dusif. Hal tersebut bisa dilakukan
dengan safari ke berbagai kalang-
an, baik partai politik, pers, akade-
misi, maupun tokoh kultural dan
pesantren.

Ketiga, perlunyakonsolidasidan
pemetaan kekuatan pengamanan

oleh Polrl TNT dan poten51 lam- |

gam '
kan dan mengendalikan masyara-
kat.

Keempat, masing-masing pem-
kab perlu ada keselarasan pemeta-
an jadwal pelaksanaan agar tidak
terjadi overlap dengan daerahlain.

Kelima, perlu ada lembaga
pengawas atau pemantat indepen-
denyang mampu mengawal kesuk-
sesan pelaksanaan pilkades secara
demokratis, transparan, adil dan
bermartabat. Semoga bermanfaat.
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